BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 telah membawa implikasi yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Di samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program di Dinas Kesehatan yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh. 

Dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baru melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 sebagai penyempurnaan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 589/IX/6/Y/99 dimana tidak hanya kegiatan yang ditetapkan indikatornya, namun sasaran juga harus ditetapkan indikatornya.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai / diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang.

Dalam mewujudkan sasarannya, Dinas Kesehatan ditunjang dengan beberapa potensi antara lain :

1. Wilayah 

Kabupaten Sidoarjo secara geografis terletak di antara 112,5o - 112,9o Bujur Timur dan 7,3o - 7,5o Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah :

· Utara
:   Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

· Timur
:   Selat Madura

· Selatan
:   Kabupaten Pasuruan

· Barat
:   Kabupaten Mojokerto

Letak ketinggan wilayah Kabupaten Sidoarjo dari permukaan laut terbagi menjadi 3 bagian, meliputi 40,81 % berketinggian 3-10 m yang berada di bagian tengah dan berair tawar; 29,99% berketinggian 0-3 m berada di sebelah timur yaitu daerah pantai dan pertambakan; 29,2% berketinggian 10-25 m berada di bagian barat.
Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 714,25 Km2 yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 321 desa dan 32 kelurahan (3 kelurahan dan 1 desa tenggelam oleh luapan Lumpur Lapindo).
2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 berdasarkan proyeksi BPS Propinsi Jawa Timur sebanyak  2.117.279 orang.
1.2 GAMBARAN UMUM  DINAS KESEHATAN 
1.2.1 Struktur Organisasi
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1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1) Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin bidang kesehatan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis

2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

3. Pengelolaan administrasi keuangan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
a. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Promosi Kesehatan

2. Seksi Peran Serta Kesehatan Masyarakat

3. Seksi Gizi Masyarakat


Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis promosi kesehatan, peran serta kesehatan masyarakat serta gizi masyarakat

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program promosi kesehatan, peran serta kesehatan masyarakat, gizi masyarakat serta fasilitasi pelayanan

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan, peran serta kesehatan masyarakat serta gizi masyarakat

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Tenaga Kesehatan

2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan

3. Seksi Kelembagaan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang sumber daya kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis tenaga kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, kelembagaan kesehatan

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program tenaga kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, kelembagaan kesehatan

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, kelembagaan kesehatan

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan penunjang, pelayanan kesehatan keluarga;

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan penunjang, pelayanan kesehatan keluarga;

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan penunjang, pelayanan kesehatan keluarga;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,terdiri dari :

1. Seksi Pemberantasan Penyakit

2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Surveilans

3. Seksi Penyehatan Lingkungan

   Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program dan petunjuk teknis pemberantasan penyakit, pencegahan penyakit dan surveilans serta penyehatan lingkungan;

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program pemberantasan penyakit, pencegahan penyakit dan surveilans serta penyehatan lingkungan;

3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemberantasan penyakit, pencegahan penyakit dan surveilans serta penyehatan lingkungan;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPT Dinas, terdiri dari :

a) Kepala UPT Dinas - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi penyelenggaraan sebagaian kegiatan teknis operasional Dinas.

b) Sub Bagian Tata Usaha - Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, dan kepegawaian UPTD.
f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
1.2.3 Kondisi SKPD 

1.SDM 

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan berdasarkan jenis pendidikan sbb:

[image: image2.emf]No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Dokter 79

2 Dokter gigi 34

3 Apoteker 5

4 Akademi Farmasi 21

5 SAA 26

6 D3 Refraksi 1

7 Sarjana Kesehatan Masyarakat 19

8 Akademi Penilik Kesehatan 3

9 Akademi Kesehatan Lingkungan 15

10 SPPH 8

11 Diploma ATEM 3

12 S1 Nurs 4

13 Akademi Perawatan 257

14 SPK 66

15 D3 Gizi 18

16 SPRG 16

17 Akademi Kebidanan 82

18 P2B 282

19 Akademi Analis Kesehatan 31

20 SMAK 14

21 Akademi Gizi 36

22 SPAG 6

23 Pekarya Kesehatan 64


2. SARANA & PRASARANA
Sarana dan prasarana yang di Dinas Kesehatan sbb

	No
	Sarana & Prasarana
	Jumlah

	1
	Puskesmas Rawat Inap
	13 bh

	2
	Puskesmas Rawat Jalan
	13 bh

	3
	Puskesmas PONED
	6 bh

	4
	Pustu
	57

	5
	Mobil Puskesmas keliling / Ambulance
	48 bh/ 8 bh


 3. ANALISIS SWOT

a. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dapat digambarkan dalam matrik SWOT (Strenghness - Weakness- Opportunities – Threats) sebagai berikut
	Internal 

Eksternal
	Kekuatan / Strenghness (S)

1. Jml. Sarana kesh yg cukup

2. Adanya sumber pembiayaan kesh

3. Jml.sumber daya kesh yg cukup

4. Regulasi yg mendukung yankes
	Kelemahan / Weakness (W)

1.Krgnya peningkatan kualitas SDM

2.Krgnya pemberdayaan masy & kemitraan

3.Krg proporsionalnya pembagian APBD

4.Sist Informasi Manaj Kesh blm optimal

5.Kurang optimalnya pelayanan kesehatan



	Peluang / Opportunities (O)

1.Sarana UKBM

2.Sarana kesh dan penunjang kesh swasta

3.Kemitraan
4. Jumlah peserta JKN yang terus meningkat
5.Aksesibilitas mudah

6.IPTEK

7.Tingkat pendidikan masy meningkat

8.Dukungan politis


	SO / Strategi

1.Meningkatkan akses masy thd pelayanan kesh

2.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat
	WO / Strategi

1.Meningkatkan pemberdayaan masy & kemitraan

2.Meningkatkan sistim informasi dan manaj kesh.  Terpadu

3.Mengoptimalkan & meningkatkan kualitas SDM

4.Memanfaatkan sarana kesh pememerintah dan swasta

	Tantangan / Threats (T)

1.Meningkatnya jml penduduk miskin

2.Beban ganda penyakit

3.Krgnya PSM dlm PHBS

4.Pembiayaan kesh yg out of pocket
5.Tuntutan masy akan pelayanan kesh

6.Transisi epidemiologi

7.Kualitas lingk. Menurun

8.Krgnya peran lintas sektor


	ST / Strategi

1.Menggerakkan dan memberdayakan masy, swasta dan LS dlm pembangunan kesh
	WT / Strategi

1.Meningkatkan sistim surveilans

2.Meningkatkan advokasi penganggaran kesh

3.Meningkatkan peran institusi kesh pemr utk mendorong PHBS


Dari matrik tersebut dapat diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupatn Sidoarjo, antara lain :
1. Peluang / Opportunities (O)

a. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo antara lain : Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Dengan adanya UKBM tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian program-program kesehatan.
b. Sarana Kesehatan  dan Penunjang Swasta

Sarana Kesehatan swasta terdiri dari : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Anak dan Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik dan Apotek dan Laboratorium. Dalam sudut pandang analisis ini, sarana kesehatan swasta bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan peran swasta dalam kontribusi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan dapat ikut meningkatkan cakupan program kesehatan.

c. Kemitraan

Prinsip kemitraan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang didasari semangat, kebersamaan dan gotong royong dengan melibatkan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. 

d. Aksesibilitas wilayah – wilayah di Kabupaten Sidoarjo secara umum relatif mudah menjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

e. Adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kesehatan.

f. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan semakin baik derajat kesehatannya.
g. Komitmen politis dari legislatif terhadap pembangunan kesehatan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di bidang kesehatan.
2. Tantangan / Threats (T)
a. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat diikuti dengan masih rendahnya status kesehatannya. Masyarakat miskin menjadi kelompok rentan karena kurangnya pengetahuan dan akses masyarakat miskin pada sarana pelayanan kesehatan.

b. Adanya Beban Ganda Penyakit di Masyarakat (double burden)
Permasalahan lain adalah adanya beban ganda penyakit, dimana mayoritas penyakit di masyarakat adalah penyakit infeksi menular, akan tetapi pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif (diabetes mellitus, hipertensi, jantung, stroke,dll).

c. Kurangnya Peran Serta Masyarakat dalam rangka mewujudkan PHBS

Peran masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih kurang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya persentase masyarakat yang merokok dalam rumah, rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif dan cakupan penimbangan bayi dan balita setiap bulan.
d. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Pembiayaan kesehatan masyarakat sebagian besar masih menggunakan sistem out of pocket , masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Sistem JKN (Jaminan  Kesehatan Masyarakat) masih belum terlaksana dan berjalan dengan baik. Kondisi ini dipengaruhi pula oleh kebijakan yang selalu berganti setiap tahun. Sedangkan pembiayaan kesehatan dari pemerintah belum tergali dengan optimal, karena pembiayaan kesehatan dari berbagai lintas sektor yang belum jelas.

f. Kualitas Lingkungan yang menurun karena pemanasan global yang berdampak pada kesehatan masyarakat. 

g.   Kurangnya peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.
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